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Abstrak

Tulisan ini membahas tentang konsep pembiayaan dalam perbankan
syari‘ah. Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku
Shahibul Maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk
melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus
digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan
syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari‘ah harus
memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar’i, di mana
dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syari‘ah
harus tetap perpedoman pada syari‘at Islam dan aspek ekonomi yakni
tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank
syari'ah maupun bagi nasabah bank syari‘ah.

Kata kunci: Pembiayaan, Konsep Syariah, Perbankan syariah.

Pendahuluan

Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi
untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya
nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut
nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa
melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut
terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus
dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama
yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat
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memikirkan untuk membuat infrastrukstur sistem perbankan yang
bebas bunga.*

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia,
akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun-baik dari sisi jumlah
banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya-
cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada market share
perbankan nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati
kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif
untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indonesia
yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi
perkembangan perbankan syariah.?

Dari sisi operasional, meskipun mengalami siklus yang
fluktuatif namun secara keseluruhan selama periode yang sama
kinerja perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah di Indonesia tiap
tahunnya terus membukukan laba yang signifikan serta mengalami
pertumbuhan laba positif. Pada tahun 2007 perolehan laba yang
berhasil dibukukan perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah
sebesar Rp 540 miliar. Perolehan laba ini memang bisa dikatakan
masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah lembaganya.
Tetapi seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada
lembaga keuangan berbasis syariah, laba yang berhasil dibukukan
perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah hingga tahun 2013 telah
mencapai sebesar Rp 3.278 miliar.

Begitu dinamisnya perkembangan industri perbankan syariah
di Indonesia terdapat beberapa faktor pendorong yang
mendukungnya, salah satu faktor pendorong tersebut menurut
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alasmsyah, adalah adanya
beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum
dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU

* Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank
Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djambatan,
Jakarta, 2001 h. 21

? Rahadi Kristiyanto, SH, Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1
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No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun
2008 tentang Surat Berharga syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.
42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983
tentang PPN Barang dan Jasa. Lahirnya UU Perbankan syariah
mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11
BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).3

Dengan semakin besarnya perhatian dan dukungan
pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah
maka bukan tidak mungkin lembaga keuangan syariah tidak hanya
sekedar menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang
membutuhkan layanan perbankan atau pembiayaan berbasis syariah
tetapi dapat menjadi pilihan utama. Pendapat ini bukan tanpa dasar
mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk
muslim terbesar di dunia.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu
agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan
adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai
lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inillah yang lazim disebut
sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary function).*

Pengertian Pembiayaan.

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan
oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan

3 Halim Alamsyah, “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah
Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA2015", Makalah yang disampaikan
dalam Ceramah limiah lkatan Ahli Ekonomi Islam (IAEIl), Milad ke-8, Jakarta, 2012

4 Abdul Ghofur Anshori, Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia
(Yogyakarta: Ull Press, 2008), h. 3.
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kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan5

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998,
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang
diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip
syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.®

Istilah pembiayaan pada intinya berarti | believe, | Trust, saya
percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang
berarti (Trust) berarti Lembaga pembiayaan selaku shahibul maal
menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan
amanah yang dberikan. Dana tersebut harus digunak an dengan
benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang
jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam,
istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif
adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta
asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, gard’®, surat berharga

5 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP
AMP YKPN, 2005), h. 17.

® Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011,
h. 105-106

7Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, /slamic Financial Management
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.3.

8 Al-gard’ adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya
kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh
LKS dan nasabah. Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia (Jakarta: Gramedia,
2004), h. 314.
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Islam,® penempatan,*® penyertaan modal,** penyertaan modal
sementara,** komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi,
serta sertifikat wadiah.*

Jenis-Jenis Pembiayaan.
Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah :
1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.
yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk
membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan
prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.
2. Pembiayaan Investasi Syariah

yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh
manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut

9 Surat berharga syari‘ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan
prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar vang dan/atau pasar modal,
antara lain wesel, obligasi syari‘ah, sertifikat reksadana syari‘ah, dan surat berharga
lainnya berdasarkan prinsip syari‘ah. /bid, h. 330.

% Penempatan (oleh bank syari‘ah) adalah penanaman dana bank syari‘ah
pada bank syari‘ah lainnya dan/atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip
syari‘ah, antara lain dalam bentuk giro danfatau tabungan wadiah, deposito
berjangka, dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat
investasi mudharabah antarbank (IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan
lainnya berdasarkan prinsip syari‘ah. /bid., h. 326.

* Penyertaan modal (oleh bank syari‘ah) adalah penanaman dana bank
syari‘ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang
keuangan syari‘ah, termasuk penanaman dalam bentuk utang konversi (convertible
bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan
prinsip syari'ah yang berakibat bank syari‘ah memiliki atau akan memiliki saham
pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari‘ah. /bid., h. 326

2 Penyertaan modal sementara (oleh bank syari'ah) adalah penyertaan
modal bank syari‘ah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan
pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang
konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi
tertentu yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada
perusahaan nasababh. /bid., h. 326.

3 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep,
dan Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 681
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pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk
pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah
Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha
dan pada umumnya bersifat perorangan.

4. Pembiayaan Sindikasi
Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu
lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan
tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah
koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

5. Pembiayaan Take Over
Yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap
transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh
bank syariah atas permintaan nasabah.

6. Pembiayaan Letter of CreditYaitu pembiayaan yang diberikan
dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport
nasabah.

Prinsip-prinsip Pembiayaan

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali
berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam
memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi
setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai
tujuan-tujuan syariah (maqosid asy-syari‘ah) serta petunjuk
operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan
itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai
kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang
sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta

* Asiyah, bintu Nur, Managemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta:
Kalimedia, 2015,h. 13
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menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi
dan ruhani.*

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-
piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional
dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari‘ah. Utang-piutang
biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian
pinjaman kepada pihak lain. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998
disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari‘ah adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil.*® Maka, setiap transaksi kelembagaan syari‘ah harus
dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau
transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang.
Akibatnya, pada kegiatan mu‘amalah berlaku prinsip ada barang/jasa
vang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi
barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari
adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.7

Dari uraian mengenai pengertian kredit dan pembiayaan ini
dapat ditarik suatu perbedaan dalam hal jenis transaksinya.
Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang
dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang
berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli
dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang
bersifat jasa. Secara lebih terperinci perbedaan antara kredit

* Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank
Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djambatan,
Jakarta, 200, h.10-12

YU Rl Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan

7 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP
AMP YKPN, 2005), h. 2
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konvensional dengan pembiayaan syariah dapat dilihat dalam matrik

sebagai berikut:

.. Kredit Pembiayaan
Deskripsi . .
Konvensional Syariah
Dasar Hukum Undang-undang Al-Qur'an, Al
Hadist dan

Undang-undang

Kontrak/Perjanjian

Utang-piutang

Adanya underlying

transaction  yang
berupa  transaksi
jual-beli; sewa/
sewa beli; dan bagi
hasil
Kompensasi Bunga/Interest Profit margin;
pendapatan sewsg;
bagi hasil
Penggunaan Tidak boleh | Tidak boleh
bertentangan bertentangan
dengan hukum | dengan hukum
positif positif dan hukum

Islam

Target bisnis

Selalu untung sesuai
dengan  besarnya
bunga yang telah

diperjanjikan

Untuk bagi hasil,
keuntungan  dan
kerugian
ditentukan  oleh
hasil usaha yang
dikelola nasabah

Dalam bisnis syariah lazimnya ada tiga skema dalam melakukan

akad pada bank syariah, yaitu:
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a. Prinsip bagi hasil
Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang
tunai atau barang yang dinilai dengan vang. Jika dilihat dari sisi
jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang
diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa
patungan antar bank dengan pengusaha (customer). lJika
dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil

(tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit

sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal

dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang
mendapat faslitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

a. Mudaharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua
pihak di mana pihak pertama shahibul maal menyediakan
seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi
pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan
atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus
bertanggung jawab atas kerugian tersebut.*

b. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise)
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan
penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil

¥ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), h. g5.
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panen.® Adapun jenis-jenis muzara’ah adalah: (a)
muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana
benih berasal dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu
kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari

penggarap.
b. Prinsip jual beli
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan
tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu
barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai
agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank,
kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan
(margin/mark-up).>° Prinsip ini dilaksanakan karena adanya
perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat
keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian
antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat
dalam produk:

a. Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu.
Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan
dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk
harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

b. Bai' al-mugayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran
terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi
jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar
bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan
valuta asing (devisa).

c. Bai' al-mutlagah, yaitu pertukaran antara barang atau
jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual
beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga
keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

d. Bai' as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli
membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah
disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang vyang

*9 Suhartono Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta:
Zikrul Hakim, 2003), h. 56.

2° Muhammad, Bank Syariah: Analis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan
Ancaman (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), h. 18.
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diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu
pada tanggal yang disepakati.

e. Bai' al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas
barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur
sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati
bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan
diserahkan kemudian.

3. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya,
ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam
perbankan syari‘ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad,
yaitu: Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dan Akad
ijarah muntahiya bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan
antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad
sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si
penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang
menandakan dengan jjarah biasa.

Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi
untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya
nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut
nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa
melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut
terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus
dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama
yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat
memikirkan untuk membuat infrastrukstur sistem perbankan yang
bebas bunga.*

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia,
akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun-baik dari sisi jumlah

2 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank
Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djambatan,
Jakarta, 2001 h. 21
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banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya-
cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada market share
perbankan nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati
kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif
untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indo nesia
yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi
perkembangan perbankan syariah.*?

Untuk itulah peran serta para ahli dibidang perbankan syariah
sangat dibutuhkan untuk terus mengembangkan konsep-konsep
perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah ini, serta
dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan
perundangan yang diharapkan mampu memberikan ruang gerak bagi
berkembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali
berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam
memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi
setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai
tujuan-tujuan syariah (maqosid asy-syari‘ah) serta petunjuk
operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan
itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai
kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang
sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta
menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi
dan ruhani.>

2 Rahadi Kristiyanto, SH, Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1

23 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank
Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djambatan,
Jakarta, 200, h.10-12
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Kesimpulan

Konsep Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak
menggunakan transaksi yang berupa utang piuvtang dengan
konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa
sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan
margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat
jasa.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari‘ah harus
memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar'i, di
mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank
syari‘ah harus tetap berpedoman pada syari‘at Islam (anatara lain
tidak mengandung unsur maysir, garar, riba, serta bidang usahanya
harus halal). Kedua, aspek ekonomi, vyaitu dengan tetap
mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari‘ah
maupun bagi nasabah bank syari‘ah. Ada tiga prinsip dalam
melakukan akad pada bank syari‘ah, yaitu: pertama, prinsip bagi hasil;
kedua, prinsip jual beli; ketiga, prinsip sewa.
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